
II.PASAL DEMI . 

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah 
pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian , satuan pengawas 
intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan 
pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, 
kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan 
pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk 
hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan 
pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan 
lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. 

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk 
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 
umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 
dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai 
kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik. 

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan 
BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja,terlalu 
birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi 
yang baik, profesionalisme yang rendah, dan intervensi Pemerintah Daerah 
yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan 
profit dan disisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap 
masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. 
Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan 
semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati 
usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan 
pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD 
tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan 
Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. 

Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2017 ten tang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang­ 
Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang BUMD, penyusunan 
Peraturan Daerah ini perlu disusun sebagai pedoman untuk pengelolaan 
BUMD. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 



Ayat (3) . 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Yang dimaksud dengan "menyelenggarakan kemanfaatan umum" antara 
lain: 
a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang 

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan 
b. usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika 

dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat Daerah. 
Pasal9 

Ayat ( l) 
Huruf a 

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup 
aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, antara 
lain air minum, pasar, dan transportasi. 

Huruf b 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "didirikan oleh Pemerintah Daerah" 
adalah pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Perda hanya 
oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 



Ayat (3) . 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan perseroan 
Daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai 
contoh: perusahaan perseroan Daerah XYZ. 

Pasal 12 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan umum 
Daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan 
swasta. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "dokumen Perda tentang APBD antara 

lain ringkasan APBD dan daftar penyertaan modal Daerah. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

RPJMD" adalah 
a tau strategi 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "bagian dari kebijakan 
bahwa BUMD terse but merupakan cara 
untukmencapai tujuan RPJMD. 

Ayat (6) 
Cukup je las. 
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Pasal 22 . 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah 
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah 
selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "agio saham,, adalah selisih lebih 
dari penjualan saham dengan nilai nominalnya. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pmJaman 
yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD 
yang dikelola oleh BUMD dan/ atau piutang Daerah pada 
BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah 
pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan 
modal Daerah pada BUMD. 

Ayat (3) 
Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD Perusahaan 
Perseroan Daerah untuk membedakan dengan Perusahaan 
swasta. Sebagai contoh: Ff1KYZ (Perseroda). 
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Pasal 34 . 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal33 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Ayat (1) 

Kepemilikan saham 51 % (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) 
Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor 
pemegang saham. sebagai contoh: modal disetor keseluruhan 
Rp.1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) pemerintah Daerah 
51 % x Rp. 1.000 = Rp.510,- 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cuku p j elas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "rencana bisnis BUMD" adalah rincian 
kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau 
yang disebut bussiness plan. 

Pasal22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus 
disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah 
dan tujuan BUMD. 
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Pasal 47 . 

Pasal43 
Cukup jelas 

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal45 
Cukup jelas 

Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup Jelas 

Pasal42 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pengangkatan anggota Dewan pengawas atau anggota Komisaris 
tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi 
dimak sudkar untuk menghindari terjadinya kekosongan 
kepengurusan BUMD. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal40 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah 
diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan 
BUMD. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan 
Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan 
keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang 
saham. 
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Pasal 52 . 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik 
kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk 
menguntungkan diri sendiri dan/ a tau orang lain dalam 
penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 
netralitas dan kualitas keputusan dan/ a tau tindakan yang 
dibuat dan/atau dilakukannya. 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD 
dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau 
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD. 

Huruf g 
Cukup jelas 

Pasal47 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas 
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Pasal 62 . 

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja,, adalah pernyataan 
kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) 
yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk 
memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat(l) 
Pasal 61 

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga 
pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya. 

Pasal 57 
Ayat(l) 

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan 
BUMD 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan 
mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak 
mungkin diadakan rapat. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Ayat (2) . 

Pasal 72 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik 
kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki 
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 
dan/ a tau orang lain dalam penggunaan wewenang, 
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas 
keputusan dan/ a tau tindakan yang dibuat dan/ a tau 
dilakukannya. 

Pasal 69 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal64 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
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Pasal 87 . 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

PasaL 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan 
mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak 
mungkin diadakan rapat. 
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Ayat (4) . 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan 
dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku 
kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 92 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 
informasi yang relevan mengenai perusahaan. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah 
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban 
organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggung jawaban" 
adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 
sehat. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah 
keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 
tan pa ben tu ran kepen tingan dan pengaruh / tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 
sehat. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 
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Pasal 112 . 

Cukup jelas. 
Pasal 108 

Cukup jelas. 
Pasal 109 

Cukup jelas. 
Pasal ] 10 

Cukup jelas. 
Pasal 1 11 

Cukup jelas. 

Pasa\93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasal97 
Cuku p j elas. 

Pasal 98 
Cukup jelas 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 

Ayat (4) 
Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat 
manual pengurus (board manuat), manual manajemen risiko, 
sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, 
mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD 
yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman 
perilaku etika lcode of conduct). 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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Pasal 122 . 

Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 120 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Cukup jelas. 

Pasal 118 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan "penjualan saham kepada pegawai 
BUMD" adalah penjualan sebagian saham BUMD kepada pegawai 
BUMD yang bersangkutan secara langsung atau yang disebut 
employee stock ownership plan (ESOP). 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "penjualan saham berdasarkan ketentuan 
pasar modal" antara lain penjualan saham melalui penawaran 
umum atau yang disebut Initial Public Offering, penerbitan 
obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk 
dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra 
strategis (direct placement) bagi BUMD yang telah terdaftar di 
bursa. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "penjualan saham langsung kepada 
investor" adalah penjualan saham kepada mitra strategis atau 
yang disebut direct placement atau kepada investor lainnya 
termasuk financial investor. 

Ayat (1) 
Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk 
hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat 
sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
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(TAMBAHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATA G HARI NOMOR 7 ) 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

Pasal 124 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

Pasal 127 
Cukup jelas. 

Pasal 128 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Cukup jelas. 

Pasal 135 
Cukup jelas. 

Pasal 136 
Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas 
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